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berlainan dan da.pat‘ bersifat berdini sendin atau bertugas untuk
nelaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan indukmya

[zin usaha perdagangan meliputi Surat Izin Usaha Perdagangan kecil yang
sclanjutitya di scbut SIUP Kecil, Surat Izin Usaha Perdagangan mcncng;if;
vang selanjutnya disebut STUP Menengah dan Surat Izin Usaha besar yang
;clanjumya discbut SIUY Besar. i
Gudang ialah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan
tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan dipakai sebagai tempat
penyimpanan / penumpukan barang-barang perniagaan baik gudang khusus
maupun bagian bangunan ruko/ruang lainmya.

_Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya discbut TDG adalah izin
penggunaan gudang yang dipergunakan untuk menyimpan barang — barang
dagcangan.,

Tanda Dafiar Perusahaan selanjutnya disebut TDP yang meliputi semua
bidang usaha baik Industri, Perdagangan, Kontrakior maupun Jasa lainnya
di Daerah Kota Pekanbaru. )
. Retribusi Perizinan. Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Perusahazan
tertentu adalah Retribusi atas Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam
pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pemgawasan atas kegiatan
pemanfaatan ruang penggunaan Sumber Dava Alam, Barang, Prasarana,
Saranz atau Fasilitas tertentu guna meclindungi kepentingan umum  dan
menjaga kelesiarian hinzkungan.

. Retribusi Dzerah di bidang Perdagangan adaizh pungutan daerzh sebagai
cmbayaran atas Pemberian Izin Usaha Perdasangan, Tanda Dafiar
Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan vang dapat dinikmati oleh orang
imbadi dan aisy Badun,

. Wajib retripusi 2dalzn crang pribadi atan badan hukum yang iacnurul
Peraturan Perundang-undangan retnbusi  diwapbkan untuk melakukan
pembavaran retnbusi. '

Mzsa Retrdeusi adalah suata jangka wekmu terientu vang l'lc-‘UP“kan.hf‘“”‘
wakiy  bagj wazjib Relrousi unfuk memanfaskan jasa Gan penzran
terientt dar Pemenintan Dacian

Surat Perdafiaran, Objek Retribisi
disingkat SPORD adalah surat vang digunakan ol
melaporkan  data, Objek Retribusi dan wajib Rel

Dacrah yang selanjutnya dapat
h wajib Retribusi untuk
ribusi sebagai dasar
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- perhitungan dari pc.mbayaran Retribusi yang terutang menurut perundang

undangan Retribusi D.acra.h

gurat Ketetapan Retribusi Dacrah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD

adalah Surat Keputusan yang menentukan besamya jumlah retribusi yang

terutang )

4. Surat Tagihan Retribusi Dacrah yang sclanjutnya dapat disingkat STRD

' adalah surat keputusan untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau Sanksi
Administrast berupa bunga atau denda

v. Pemeriksaan adalah serangkaian Kegjatan untuk mencari , mengumpulkan
dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan
keputusan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan
perundang - undangan Retribusi Daerah.

AN

BAB 1I

NAMA, SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI
.». Pasal 2

Denigan nama Retribusi Daerah  dibidang Perdagangan  dipungut sebaga
pembayaran atas pemberian izin ferientu kepada dunia usaha yang mchp.ull
Pemberian Izin Usaha Perdagangan, Tanda Dafiar Gudang dan Tanda Dafiar
Perusahaan

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah Qrang, Pribadi atau Badan HUkU‘.’!'l yang lt.'lcn.d."lpa(tfﬂn
70 sesual pasal 3 Peraturan Dacrah inn vang sccard lebih tennct drdasarsan
rada Kiasitikas Lopangan Visala Indonces (Ni Uy Selder
Tahuu 1997 yaug dikeluarkan ofen Bio Pusal Siatisui. Pusat.

Yoapcd s
Dopdazimgan

Pasal -4

o1k Resbugi dividang Perdangaun muehpul

& Retribusi Pererhiian izin Usaha Perdagdazdi
3 . . . . L TT o

" Rewribusi Pencrbitan Pendafiaran Guuang

¢. Retribusi Peperbitan Tanda Deflar Perusahaan ( TDP )
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BAB 11

(EWENANGAN TEMPAT DAN
KE 3 AN WAKTU PEND
AFTARAN

Pasal 3

(1) Kewenangan Pembenan Surat [y Usaha Perd
Daftar Gudang (TDG) dan Tanda Daftar P:ruz N2 (SIUP) Tanda

Walikota. ' ' 2 ( TOP ) berada pada

(2) Walikota dapat melimpahkan kew . .
ayat (1) kepada Kepala Dinag p SNangan scbagzimana dimaksud pada

Pckanbaru

, C
(2) Sura_r Izin Usa_na Perdagangan (STUP) bertaku selama perusahaan
menjalankan kegjatan usahanya dan wajib melakukan pendaftaran ulane

(Her Registrasi ) sekali dalam 5 (lima ) tahun.

2 : 5
(3) Pcrus:\h?an Cabang/Perwakilan wajib mendafiarkan usahanya dengan
melampirkan Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ) usahanva,

Pasal 7

.‘. ‘o ey @ = 1 = o~ emy - - - ]
G) Surat Tapda Danar Cudang (TDG) gapai dibenkan  kepada suatu

gc_rusahaan yang memakal ruaugan terivtup uniek penvimpanan barang

G - - b ¥ .o

dgangan dan barang lainnya sebelum gudang 7 ruangan dimanfaatkan

schagai tempat pervimpanan.
7 T - ~ A
() Tarda Dafiar Gundang herlaku sclama pormilih =izu Peugusaha Gudan2
Masth menjaiankan kegaian uszhanya dea wajib rasiakukan pendaiazan
ulang (Her Registrasi ) sekak dalam 1 (satu ) tahun

Pasal 8
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(1) Setiap perusahaan, ?abang Perwakilan Perusahaan " Yang menjalankan
kegiatan usahanva di Kota Pekanbaru wajib mcmpcrOIChbTanda Daftar
Perusahaan selambat-lambatnya setelah 3 (tiga) bulan setelah perusahaq[:
vang bersangkutan melakukan Kegjatan usahanya dan atau sctelah 3 (lia‘a)
bulan perusahaan yang bersangkutan mendapatkan  Surat izin Teknis
ainnya dan Instansi yang berwenang, -

(2) T:!nda Daftar ‘Peru.sahaan (TDP) berlaku selama 5 (lima) tahun terhitune
sejak tanggal diterbitkannya dan wajib di daftar ulang kembali ;,

. Pasal 9
Untuk mengukur tingkat penggunaan Retribusi Dacrah terhadap besarnya biaya
Retribusi yang akan dibavarkan oleh Dunia Usaha ditentukan antara lain

oleh : :
1. Tingkat pembinaan, pengaturan dan pengawasan dunia usaha dibidang
perdagangan '
2. Penentuan arah kebijakan Ekonomi Makro di Daerah
3. Dampak yang ditimbulkan untuk kepentingan dan Ketertiban umum Kota
Pekanbaru
BABV
STRUKTUR, GOLONGAN DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

Pembavaran Retiibusi Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP),

didasarkan pada Klasifikasi Nilai Investasi (tidak termasuk tznah dan bangunan

[mpal usaha) sebaaa;i beitkut:

Yo Surat jzin Usaha IPerdagancan (SIUP) Recil - Rp. 30.000.- Investssi
~ekavzan Bersih sampat Rp. 260.000.000,- (dua ratus juta rupiah )

Al tzn Fsaka Perdagangan (SIUP) @ Pp. 72.000,- Menengah. Investas:
Aeravasin Bersih o diatas Rp. 206.000.000,- (dua raius juta rupiah ) sempas
dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus Juta rupal; )

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : Rp. 200.000,- Dasar. Investasi
rekavaan Tersih dianas Kp. 300.000.000,- (hma ratus juta ruptaki )

)

Pasai 11

l_. zkat besarmva Renbusi Daerah bagi Pcrusahaan menuiki atau perusahaan
23S menvewakan eudang dikenakan berdasarkan luas (M2) gudang van2
Uersangkuian dengan ketentuan schagai benkul

~{rudang vang Juasava melebihi 201 M2 Keatas : Rp. 2.000:\12
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2. Gudang yang luasnya 191 M2 s/d 201 M2

3. Gudang yang luasnya di bawah 100 M :Rp. 7.500/\0
o _ Pasal 12 *Rp.10.000n\v0

pengenaan retnbust Penerbitan Tanda Dafyap Perusah

pada bentuk perusahaan sebagai beriku : dhaan (TDP) didasarkan

1. Perusahzan Penanaman Modal Asing (PMA)

o Perscioan Terbatas (PT) - ilép. 1.006.000 -

3. Koperasi (KOP) _ Rp. 250000 -
3. Persekutuan Komanditer (CV) ‘Rp. 5.00C -
3. Persekutuan Firma (Fa) ‘Rp.  75.000-
6. Perusahaan Perorangan (PO) Rn." 75 000.-
7. Bentuk Usaha Lainnya (BUL) : ‘Rp. 10.000,-
. *Rn.  50.000,-

BADB V]

TATA CARA PEMUNGUT AN RETRIBUSI DAERAY
Pasal 13

(1) Retnbusi  Daerah dipungut dengan mengounakan 3 -
Retn’busi_Dacrah (SKRD) atau Dola::lmen lairr{:}c'a, urat Keterangan

) Hasg pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disetorkan
ke Kas Daerah yang dilakukan oleh Bendaharawan Khusus Penerima
(BPK) pada  Kantor Dinas Perindustdan dan Perdagancan dan atau
menurut ketentuan lainnya vang ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru

BAB VII __
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

) " . 1 . - ‘ -

(1) Pembavaran Retribusi dilakukan sebelum diterbitkannya Surat Izin Usaha
!;Grdagar.gan (SIUT). Tanda Daftar Gudarz (IDC) dan Tanda Daftar
Perusahaan (T31),

(2) Pemibayaran Retribusi dilakukan sebeium dilakukannya Pendafiaran Ulang
Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

( Her

AN ). . . . . P -
3) lt-mba_\-amn dhakukan pada saal dilakukannya Pendaftaran Ulang Dafiar

C@sirast ) Swat Izin Usaha Perdadgangan (SIUP) dan Tanda
Uiadane (TDG
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T BAB v
INSTANSI PF,NGELOLA

Pasa] 15

Pengeloiaan fijndgbf'ziﬂgumn Retribusi sebagaimana yap, dimak
Dacrah 11 anakan oleh Diras Pen‘indust!ian.darg\ ‘;*'Ilal\sud Peraturan
Dekanbaru “erdagangan Kotq

Pasal 16 |

Kepada Instansi Pemungut atau Unjt

W . Penup; o s
sebesar 3 % (tiga persen) dari realisas; vang lainnya dib

Penenimaan Retribus;

. BAB I
RETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 17

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah
diben wevwenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan

Tindak Pidana Sebagaimana yang dimaksud dalam Unda T
Nemer. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. ndang - Undang

(2) Wewcnang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah -

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah
dan Retnbusi Dacrah agar Keterangan atau laporan terscbut menjadi
lengkap dan jelas.

b. Menelti, mencari dan mengumpulkan Keterangan mengenai orang
pnbadi atau badan tentang kebenaran perbuatan vang diakukan
sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah
Meminta keterangan dan bahan buki dan orang prbadi atai badan
sehubungan dengan Tindak Pidana dilndang Retribusi Daerah _
d. Memenksa buku - buku, catatan — cataian dan doikumen - dokumen lamn

berkenan dengan Tindak Pidana dibidang Retnibusit Dacerah ‘
¢. Melakukan  penggeledahan  untuk  mendapatkan  bahan ._hll",klf

])cmhukuan.;)cncala!an dan dokumen - Gokumen lam senta melakukan
. Denyitaan terhadan bahan buku iersebut e
I. Mcminta bantuan tenaga ahli dalam rangka  pelaksanaa ugas
renyidikan tindak pidana dibidang Retabusi Daerah ‘ oaan i
Menyuruh berhenti, melarang sescorang ““3"”‘:—’.331"'“"_'m‘:né‘l: d";;l
memenksa iempat pada saat pemeriksaan sedang b'{‘l‘l~“.\‘_—l.i"’:"l=;nm'n_,l
memeriksa identitas orang atau dehumen vang dibawi sebag:
dimaksad pada hurul ¢

)

e}
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;. Memotret seorang yang berkaitan dengan tmdak pidana dnbldang
Reiribusi Daerah

. Memanggll orang untuk di dengar keterangannya dan periksa sebagai

" (ersangka atau saksi

Menghentikan penyidikan

k. Melakakan tndakan lam vang perlu untuk Xelancaran penyidikan
Tindzk Pidana qo idang Rclnbusn Dacrak menmut bukum yang dapat
diperiangguig, jaw ﬂb.\an

et o
.

(3) Penvidik sebagaimana dunaksud pada ayat (1) membemahukan dimulainya
pcnvxdlkan dan menyampaikan hasil” penyidikammya kepada Penuntut
Umuny sesuai dengan keientuan yang diatur dalzm Undang - undang
Nomor. 3 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Fidana

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18 .

(1) Barang smpa yang mclanggar z\ctcntuan yang diatur dalam Peraturan
Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan sclama lamanya 6 (enam)
bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 5.000800,- (lima juta rupiah)
dengan tidak mengurang l\ewajlbannya membayar Retnbusi  vang
terhutang.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal i adalah
pelangoaran

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
() Hal - hal yang belum  diatur dalam Peraturaz Dacrah i scpanjang

mengenai teknis  pelaksanaannya  akan  diarr lebih  lanjut deneat
Neputesan Wahkota.

(2) Dengan berlakunya Perateran Daerale ini, maka Keputusan lain yang
l“‘»ll'1n!;:ir‘ dengan Peraturan Daerali n omyata!mn tidak berlaku.
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Pasal 20
Pcraturah Daerah ini muiai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
peratuyars Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kota

Pekanbaiu

Ditetapkan di : Pekantaru
pada tanegal :9 September 2002

AWALIKOTA PEKANBARU

Cap/dto

H. HERMAN ABDULLAH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru

Tanggal : 3 Oktober 2002
Nomor - 10 tahun 2002
Sen - B Nomeor 2

Sekretaris Dacrah Kota

C (Ip.'"('iti)

Drs. [LRUSLAINI RAHMAN
Permbina Utama Muda NIP. 010085117
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PENIELAS AN
ATAS

PERATURAN DAERAH Kot 4 PEKANB ARy

NOMOR. - TAHUN 2003

RETRIBUST DAERAH DIBIDANG [7ry: US A+ .
a 4 &l A /7, B \
TANDA DArTAR GUDANG DAN T HA PERDAG ANG

J

Umum ANDA DAFTaR PERUSAHAAN

Berdasarkan Undang Nomo:

Daerzn dan Undang - Und.'mg Nomor : 73 Tahup 1999

Perim_bangsn Keuangan I‘.'usal dan Daerah, maka Anggaran Pendapaian dan
Belanja Dac'rah antara lain bersumber dan Pendapaian Asj Daerah (PAD)
berupa Retnbusi Dacra}! ¥ang merupakan salah samy sumber pembiayaan
penyelengearaan  Pemenntah Dacrah dan Pembangurian  Dacrah untuk
neningkatkan dan meratakan Kesejahteraan masyarakat,

Untek  mencapai tuman tersebut, Pemenntah Kota Pekanbary
berusaha mampu melaksanakan Otonomi Daerah yaity mampu mengatur
dan mengurus rumah langga sendin dengan menetapkan Peraturan  Daeraly
tentang Retribusi Daerah di Bidang Perdagangan.

Adapun penvusunan Peraturan Daeraiy i diatur dalam ketentuan
scl;ag:::frmna diarahkan dalam Undang - «~sndang Nomor : 18 iahun 1997
‘entang Pajaik Daerah dan Retrbusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor : 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3856), jo. Undang —
Undang Nomor : 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang - Undang
Nemor @ 1% Tahun 1997 (i.embaran Neeara Tahun 2000 Nomeor : 246,
'l'.'xmimh;m I.embaran Negara Nomor : 4048)

22 Tahun 1999 tentang Pemenintal

fentang

. Pasal Demi Pasal

Pasaj ] cukup jelas
Pasal 2 cikun jelas
Pasal 3 cukup jelas
P&L\j.’ii 2 \:UE\'U]‘ j\:l.’l:‘
Pasu) 3 cukup jeias
Pasay 0 -ukup jelas . rad:
Pasa 7 IL)::;:uin-l kefentuan ini tidak termasuk eudang vang berada

N A B "l\
dalam Kawasan Pelabubian

-
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Termasuk Perusahaan  Asino vanp be
: _ e S Yang berkedudyk

s a6 Yo
rut Ketentuan peraturan i

undangan yang berlaku eracing =

cukup jelas

cukup jelsa ‘

cukup jelas

cukup jelas

cukup jelas

cukup jelas

cukup jelas

cukup jelas

cukup jelas

cukup jelas

cukup jclas

cukup jelas
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